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Penjelasan mengenai 
Pindah Agama dan Implikasinya 
terhadap Status Perkawinan.

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tanah Laut

di

PELAIHARI

M eru juk su ra t Saudara Nom or : 477 /43 /D ukpencap il/2016  Tanggal 

16 Februari 2016 Perihal Pindah Agama, dengan ho rm a t d isam paikan penjelasan 

sebagai b e r ik u t :

1. Berdasarkan Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang bebas 

m em eluk agama dan beribadat m enuru t agamanya.

2. T e rka it dengan sta tus perkaw inan penduduk yang m elakukan pindah agama, 

m e ru juk  ke tentuan dalam Undang-Undang N om or 1 Tahun 1974 ten tang 

Perkawinan khususnya Pasal 6, 12 dan 22 bahwa perp indahan agama bagi 

pasangan yang sudah m enikah tid a k  m em bata lkan perkaw inan yang te lah 

d ilakukan sebelum nya. Sehingga tidak  perlu d ilakukan pencata tan perkaw inan 

kem bali.

3. Se lanjutnya agar perubahan elemen data agam a dalam  KTP-el yang 

bersangkutan d ilakukan dengan m eru juk  ke tentuan Peraturan M enteri Dalam 

Negeri N om or 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data 

Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk E lektron ik khususnya Pasal 2 ,3 ,dan 4.

Dem ikian u n tuk  dapat dipedom ani dalam  pelaksanaannya.
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Tem busan d isam paikan kepada Y t h . :

1. M enteri Dalam Negeri RI (sebagai laporan);

2. Bupati Tanah Laut.
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P E M E R iN TÁ H  K A B U P A TE M  T A N A H  LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Datu Daim I I  No. 04 Telp /  Fax ffl512V 21004  Kode Pos 70811 Pelaihari

Pelaihari, 16 Pe’oruari 2016

Nomor : 477 / 4 1  i Dukpencapi! / 2016 
Lampiran : -

Perihal : Pindah Agama. Kepuda Y th.
Üapak Menteri Dalam Negeri 
C/q, Kepala Bidang Pencatatan Perkawinan 

Kcmeadagri R1 Jakarta, 
di- Jakarta.

Dalam rangka menyingkapi perkembangan kependudukan khusus bidang pencatatan 

Perkawinan yang terkait dengan pindah k.eyakinan / agama yang dianut oleh pasangan suami 

isteri, semula yang bersangkutan muslim kemudian pindah keyakinan menjadi non muslim, 

begitu juga sebalilcnya yang non muslim menjadi muslim.

Dari kasus tersebut diatas bagaimana status perkawinan yang bersangkutan apakah 

status perkawinan yang dilaksanakan secara muslim batal apabila yang bersangkutan pindalt 

menjadi non muslim, dan bagaimana cara pencatatan perkawinannya.

Demikian di sampaikan mohon petunjuk dan arahan selanjutnya terima kasih.

KepaJa Dmasd^nendudukan dan Pencatatan Sipil 
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Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut ( sebagai iaporan )
2. A r  s i p
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- • ̂ a. o u id i i\epaia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tanah Laut N om or : 

477 /43 /D ukpencap il/2016 Tanggal 16 Februari 2016 

Perihal Pindah Agama.

b. Pada intinya menanyakan bagaim ana s ta tus perkaw inan 

penduduk yang dilaksanakan secara m uslim  kem udian 

pasangan yang bersangkutan p indah agama serta 

bagaimana pencatatan perkaw inannya.

2. Dasar Hukum 

Terka it

y

a. U U D 1945

1) Pasal 28B Ayat (1 ) bahwa setiap orang berhak 

m em bentuk keluarga dan m e lan ju tkan  keturunan 

melalui perkaw inan yang sah.

2) Pasal 28 E bahwa setiap orang bebas m em eluk 

agama dan beribadat m enuru t agam anya.

b. UU Nomor 1 Tahun 1974 t tg  Perkaw inan

1) Pasal 22 : Perkawinan dapat d ibata lkan , apabila 

para p ihak tidak  m em enuhi sya ra t-sya ra t un tuk  

m elangsungkan perkaw inan.

2) Syarat-syarat Perkawinan dalam  UU N om or 1 Tahun 

1974 d ia tu r dalam  Pasal 6 sd Pasal 12.

3) Pasal 28

Ayat (1) bahwa batalnya suatu perkaw inan dim ulai 

setelah Keputusan Pengadilan m em punyai kekuatan 

hukum  yang te tap  dan berlaku se jak saat 

berlangsungnya perkaw inan.

Ayat (2) Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak  

berlaku su ru t te rhadap anak-anak yang d ilahirkan 

dari perkaw inan tersebut.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri N om or 74 Tahun 2015

ten tang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk

Dalam Kartu Tanda Penduduk E lektron ik.

1) Pasal 2,3 dan 4 bahwa Agama m erupakan salah satu 

elemen data d inam is dalam  Kartu Tanda Penduduk 

e lektronik.

2) Pasal 8 bahwa perubahan elem en data agama 

dilakukan dengan cara m elam pirkan fo tokop i salinan 

sura t keterangan dari pem uka agama dan 

m enunjukkan salinan su ra t ke terangan dari pemuka 

agama, pencatatan perubahan agam a m elalui SIAK, 

dan perubahan elemen data agam a pada biodata 

penduduk sebagai dasar penerb itan KTP-el yang 

baru.

3. Saran pertim bangan 

serta m ohon 

pe tun juk  Bapak 

D irjen

a. Kewajiban penduduk pada saat m elakukan pindah 

agama adalah m elakukan perubahan b iodata serta 

perubahan elemen data agama sebagaim ana d ia tu r 

dalam  Pasal 8 Permendagri N om or 74 Tahun 2015.

b. Perubahan elemen data agam a tid a k  m em bata lkan 

sta tus perkaw inan pasangan yang bersangkutan karena 

tidak  te rdapa t pengaturannya dalam  UU N om or 1 Tahun 

1974.



c. Jika karena keyakinannya penduduk yang bersangkutan 

ingin m elakukan m elakukan pencata tan perkaw inan 
sesuai agama yang baru maka perlu  d ije laskan kepada 

penduduk bahwa :

Pencatatan perkaw inan baru dap a t d ilakukan setelah 

dilakukan pem batalan te rhadap  perkaw inan
sebelum nya, dim ana pem bata lan perkaw inan

tersebut akan berimplikasi pula terhadap status 
dalam akta kelahiran anak-anaknya, yang 
semula anak pasangan suami isteri menjadi 
anak seorang ibu.
Hal ¡ni d ikarenakan pem bata lan akta yg d ilakukan 

bukan disebabkan oleh tid a k  d ipenuh inya syarat 

perkaw inan sbgm n Pasal 6 -  12 UU No 1 Th 1974.

Jakarta, Maret 2016 

DIREKTORAT PENCATATAN SIPIL


